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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 829/Pdt.G/2024/PA.Lt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK  xxx,  tempat  dan  tanggal  lahir  xxx,  xxx,  umur  40

tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxx, pendidikan

D3, tempat kediaman di xxxxx xxx, KABUPATEN LAHAT,

PROVINSI SUMATERA SELATAN (Depan SMA N 1 Merapi

Timur),  dalam  hal  ini  menggunakan  domisili  elektronik

dengan alamat email mundrulahat@gmail.com no telp xxx

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, agama Islam, pekerjaan

xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN

LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN(MASUK GANG

BELAKANG  MASJID  /  RUMAH  HARMAN),  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perakara; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024

telah mengajukan perkara Cerai  Gugat,  yang telah terdaftar di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Lahat, dengan Nomor  xxx, tanggal xxx,  dengan dalil-dalil

pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada

tanggal xxx di Merapi yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
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Merapi  xxxxxxxxx  xxxxx  sebagaimana  ternyata  dari  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor: xxx,  tanggal xxx;

2. Bahwa  sejak  menikah  hingga  saat  ini  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berjalan  selama  16  tahun  8  bulan,

setelah menikah Penggugat  dan Tergugat  hidup bersama sebagai  suami

isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx,  xxxxxxxxx xxxxx,  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx selama 8 bulan  lalu

tingal dirumah kediaman bersama di Desa Sirah Pulau, xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxx  sampai  dengan

berpisah; 

3. Bahwa  selama  pernikahan  antara  Penggugat  dan

Tergugat  telah  dikaruniai  2  orang  anak  yang  bernama:  xxx,  Nik:  xxx,

Tempat/ Tanggal Lahir: xxx, xxx, Jenis Kelamin: laki - laki, Pendidikan: SLTA,

xxx,  Nik:  xxx, Tempat/  Tanggal  Lahir:  xxx,  xxx, Jenis Kelamin: laki  -  laki,

Pendidikan: SD, yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan

Penggugat;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun

dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak awal 5 (lima) tahun

lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis

lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

tersebut yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering memakai narkoba;

b. Tergugat  memiliki  banyak  hutang  dengan  orang  lain  tanpa

sepengetahuan Penggugat;

c. Tergugat  telah  berselingkuh  dengan  perempuan  lain  yang

bernama : xxx yang Penggugat ketahui langsung dengan melihat sms di

handphone Tergugat;

d. Tergugat sering marah – marah dan menyakiti badan Penggugat

seperti  mendorong  kepala  Penggugat  bahkan  sampai  mengancam

Penggugat menggunakan senjata tajam saat marah;
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3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 10 Maret 2023

disebabkan oleh karena Tergugat marah – marah tanpa alasan yang jelas

kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran;

4. Bahwa  akibat  permasalahan  tersebut  Tergugat  pergi  meninggalkan

kediaman bersama tersebut, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua

Tergugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxxx  xxxxxxx  dan  Penggugat  tetap  bertempat  tinggal  di  kediaman

bersama di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Merapi Timur, xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; 

5. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah

selama 1 tahun 9 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan

Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi; 

6. Bahwa  selama  ini  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  diupayakan

rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa selama ini  Penggugat  telah  berusaha  untuk  bersabar  dengan

keadaan ini,  dengan harapan suatu saat  keadaan akan berubah,  namun

keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak

sanggup  lagi  untuk  membina  rumah  tangga  dengan  Tergugat  dan

perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

8. Bahwa  oleh  karena  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  dan

harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat

dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di  amanatkan dalam Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974  tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh

karena  itu  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dihadapan

sidang Pengadilan Agama Lahat;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

dan  mengabulkan  gugatan  Penggugat  kemudian  memutuskan  sebagai

berikut: 

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menceraikan Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx);

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang

berlaku;

Subsider:

Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  Penggugat  mohon  putusan

yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  atas  perintah  Ketua  Majelis,

Penggugat  telah  menyerahkan  asli  surat  gugatan  Penggugat,  lalu  surat

tersebut  telah  dicocokkan  dengan  dokumen  yang  diupload  pada  Aplikasi

E-court, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim  telah menasehati Penggugat agar rukun kembali

dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil  gugatannya  untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:

A.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK  xxx  atas  nama  xxx  yang

dikeluarkan  oleh  Pemerintah  xxxxxxxxx  xxxxx  tanggal  15  Desember
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2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2.Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA Merapi  Timur  xxxxxxxxx  xxxxx

Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxx Tanggal xxx. Bukti surat tersebut

telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI  1,  tempat  dan  tanggal  lahir  xxx,  xxx,  agama  Islam,

pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Ibu  Rumah Tangga,  tempat  kediaman di

KABUPATEN  LAHAT,  PROVINSI  SUMATERA  SELATAN,  di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

− Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

− Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

− Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir

bertempat  tinggal  di rumah  kediaman  bersama di  KABUPATEN

LAHAT,  PROVINSI  SUMATERA  SELATAN sampai  dengan

berpisah; 

− Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah dikaruniai  2  (dua)  orang

anak;

− Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  awalnya  rukun

dan harmonis, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun lalu  rumah tangga

mereka  tidak  rukun  dan  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran; 

− Bahwa penyebab  perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat  karena Tergugat  selingkuh dengan perempuan lain  dan

Tergugat menggunakan narkoba;

− Bahwa  saat  ini  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat

tinggal selama  1  (satu)  tahun  9  (sembilan)  bulan  tanpa  ada

komunikasi lagi;
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− Bahwa  Saya  tidak  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar,  namun  saya  pernah  melihat  Tergugat  memakai

narkoba;

− Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan

sekarang  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  lagi

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

− Bahwa  pihak  keluarga  pernah  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat,  akan tetapi  tidak berhasil dan saksi  tidak sanggup lagi

mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.   SAKSI  2,  tempat  dan  tanggal  lahir  xxxn,  xxx,  agama Islam,

pendidikan  SLTA,  pekerjaan  xxx  xxxxx  xxxxxx,  tempat  kediaman  di

KABUPATEN  LAHAT,  PROVINSI  SUMATERA  SELATAN,  di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

− Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

− Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

− Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir

bertempat  tinggal  di rumah  kediaman  bersama di  KABUPATEN

LAHAT,  PROVINSI  SUMATERA  SELATAN sampai  dengan

berpisah; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat  telah dikaruniai 2 (dua)  orang

anak;

− Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  awalnya  rukun

dan harmonis, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun lalu rumah tangga

mereka  tidak  rukun  dan  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran; 

− Bahwa penyebab  perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat  karena Tergugat  selingkuh dengan perempuan lain  dan

Tergugat memakai narkoba;

− Bahwa  saat  ini  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat

tinggal selama  1  (satu)  tahun  9  (sembilan)  bulan tanpa  ada

komunikasi lagi;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 829/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

− Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan

sekarang  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  lagi

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

− Bahwa  pihak  keluarga  pernah  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat,  akan tetapi  tidak berhasil dan saksi  tidak sanggup lagi

mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa  Penggugat  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  terdaftar  secara  elektronik  melalui

aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik

(e-litigasi)  sebagaimana  ketentuan  Pasal  20  Ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah

Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan  Secara  Elektronik  serta  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI

Nomor  363/KMA/SK/XII/2022  Tentang  Petunjuk  Teknis  Administrasi  dan

Persidangan  Perkara  Perdata,  Perdata  Agama  dan  Tata  Usaha  Negara  di

Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang,  bahwa ternyata  telah dipanggil  secara  resmi  dan  patut

melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sesuai dengan maksud Pasal 17

ayat  2,  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  7  Tahun  2022  Tentang

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,  telah

dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui surat tercatat ke

alamat domisilinya sesuai Berita Acara Sidang harus dinyatakan tidak hadir dan
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gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal

149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa yang menjadi  alasan perceraian  dalam gugatan

Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara

terus  menerus  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  yang

disebabkan  Tergugat  sering  memakai  narkoba,  Tergugat  memiliki  banyak

hutang  dengan  orang  lain  tanpa  sepengetahuan  Penggugat,  Tergugat  telah

berselingkuh  dengan  perempuan  lain  yang  bernama  xxx  yang  Penggugat

ketahui langsung dengan melihat sms di handphone Tergugat, Tergugat sering

marah – marah dan menyakiti  badan Penggugat  seperti  mendorong kepala

Penggugat  bahkan  sampai  mengancam  Penggugat  menggunakan  senjata

tajam saat marah;, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

tinggal sampai dengan sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan

alasanalasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  283  R.Bg  jo.  Pasal  1685

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1 (Kartu  tanda  Penduduk) yang  telah

bermeterai  cukup,  di-nazegelen,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti  tersebut

menjelaskan  identitas  Penggugat  dan  tempat  tinggalnya,  sehingga  bukti

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan
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pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal

1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah

bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik,  isi  bukti  tersebut menjelaskan mengenai  perkawinan Penggugat dan

Tergugat,  sehingga bukti  tersebut telah memenuhi syarat formil  dan materiil,

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai

Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa  bukti  saksi-saksi  Penggugat  bernama SAKSI  1

dan  SAKSI  2 sudah  dewasa,  berakal  sehat,  dan  sebelum  memberikan

keterangannya  telah  disumpah  terlebih  dahulu,  sehingga  memenuhi  syarat

formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi  Penggugat  mengenai

kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan

dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal selama  1 (satu) tahun 9

(sembilan) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil

yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat,  selain  itu  keterangan  saksi-saksi

Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena

itu  keterangan  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  308  dan  Pasal  309  R.Bg,  sehingga

keterangan saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada

tanggal xxx  dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa  Penggugat  berdomisili  di  wilayah  xxxxxxxxx  xxxxx,  yang

merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat;
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3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat  sejak 1 (satu) tahun 9

(sembilan) bulan lalu  sudah tidak harmonis  karena antara Penggugat dan

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan  Tergugat

selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat memakai narkoba; 

4. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal

selama  1 (satu)  tahun 9 (sembilan)  bulan dan selama itu  tidak pernah

berkomunikasi dan bersatu kembali dalam rumah tangga;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga,

dan telah pula dinasihati untuk rukun kembali selama di persidangan,

namun  tidak  berhasil  dan  Penggugat  menyatakan  sudah  enggan  untuk

rukun kembali dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di  atas,  Majelis

Hakim  memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  mempunyai  rasa  saling

mencintai,  hormat  menghormati,  setia  dan memberi  bantuan lahir  batin,

dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan

lahir  batin adalah merupakan sendi  dasar dan menjadi  kewajiban suami

isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum

Islam);

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah

(broken marriage)  dengan indikasi adanya  perselisihan dan pertengkaran

secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga dan adanya perpisahan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun

9 (sembilan) bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah

dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat

(21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 829/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa  kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat  di atas  sejalan

dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  yang  diambil  alih  menjadi

pertimbangan Majelis  Hakim,  Nomor  379 K/AG/1995  tanggal  26  Maret

1997,  yang menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah

lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan

perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek,  dan oleh

karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

terhadap Penggugat; 

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan 

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.   Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 829/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan  talak  satu ba'in  sughro Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4.   Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Penutup

Demikian  putusan ini  dijatuhkan dalam  sidang  majelis  hakim  yang

dilangsungkan pada hari  Jum’at tanggal 10 Januari 2025 Masehi, bertepatan

dengan tanggal  10 Rajab  1446 Hijriah, oleh  Pahruddin Ritonga, S.H.I,  M.H.,

sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.  H.  Pahmuddin,  M.H. dan  Muhammad  Zhamir

Islami, S.H.I.  putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari  itu  juga  oleh  Majelis  hakim   tersebut  dengan  dibantu  oleh  Tulus

Afifah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara

elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Pahruddin Ritonga, S.H.I, M.H.,  

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Pahmuddin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I.
                                          

                                                              Panitera Pengganti

ttd

                                             Tulus Afifah, S.H.I.

Perincian biaya:

  1.  Pendaftaran  Rp     30.000,00 
   2.  Proses         Rp     80.000,00
  3.  Panggilan/PBT     Rp     51.000,00 
  4.  PNBP Panggilan/PBT         Rp     30.000,00
  5.  Redaksi  Rp     10.000,00 
  6.  Meterai  Rp     10.000,00 

    Jumlah Rp   211.000,00
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    (dua ratus sebelas ribu rupiah) 
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